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Perubahan APBD 2022 Gorontalo Utara Mulai Dibahas DPRD 

 

https://hulondalo.id/perubahan-apbd-2022-gorontalo-utara-mulai-dibahas-dprd/ 

 

Hulondalo.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, menerima 

dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2022. Ketua DPRD Gorontalo Utara, Deisy Sandra M. 

Datau, mengatakan, seluruh Fraksi telah menyetujui dan menerima dokumen perubahan APBD itu dan 

selanjutnya akan di bahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

Deisy, juga mengatakan pembahasan ranperda APBD Perubahan itu, akan dilakukan oleh Badan 

Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tentu menyesuaikan dengan 

waktu yang ada, mengingat proses pengajuan dokumen tersebut telah terlambat sejak pengajuan 

dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan. 

“Raperda perubahan APBD ini, kita akan bahas semaksimal mungkin, tentu dengan melihat sisa waktu 

yang ada,” ujar Deisy, usai pelaksanaan rapat Paripurna DPRD Gorontalo Utara, dalam rangka 

pembicaraan tingkat 1 terhadap ranperda tentang perubahan APBD TA 2022, Senin tanggal 10 Oktober 

2022. 

Diakui Deisy, pembahasan tersebut tidak akan memakan waktu lama seperti pembahasan KUA-PPAS 

perubahan kemarin, namun DPRD kata Dia, juga tidak boleh hanya sekedar membahas saja. “Program 

yang ada kita perlu lihat juga, apa sesuai dan benar-benar diwujudkan untuk kesejahteraan rakyat,” tutur 

Deisy. 

Sumber Berita: 
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Hulondalo.id, Perubahan APBD 2022 Gorontalo Utara Mulai Dibahas DPRD < 

https://hulondalo.id/perubahan-apbd-2022-gorontalo-utara-mulai-dibahas-dprd/ > [diakses pada 12 

Oktober 2022] 

Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur 

bahwa: 

a. Pasal 1 

1) angka 1 menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta 

segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan 

kewajiban daerah tersebut; 

2) angka 2 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah; 

3) angka 7 menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan; 

4) angka 13 menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan; 

5) angka 20 menyatakan bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah yang 

selanjutnya disingkat rpjmd adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun; 

6) angka 21 menyatakan bahwa rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya 

disebut rencana kerja pemerintah daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 

7) angka 21 menyatakan bahwa rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya 

disebut rencana kerja pemerintah daerah dan yang selanjutnya disingkat rkpd adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 

8) angka 22 menyatakan bahwa kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat kua 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun; 

9) angka 23 menyatakan bahwa prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya 

disingkat ppas adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan 

kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; 
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10) angka 56 menyatakan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi 

kebutuhan dasar warga negara; 

b. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang 

didasarkan pada RKPD. 

c. Pasal 89 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan 

PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD; 

2) ayat (3) menyatakan bahwa rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat: 

a) kondisi ekonomi makro daerah;  

b) asumsi penyusunan APBD;  

c) kebijakan Pendapatan Daerah;  

d) kebijakan Belanja Daerah;  

e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan  

f) strategi pencapaian. 

3) ayat (4) menyatakan bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun dengan tahapan: 

a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;  

b) menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang 

disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana 

kerja pemerintah pusat setiap tahun; dan  

c) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan Plafon Anggaran sementara untuk masing-

masing program dan kegiatan. 

d. Pasal 90 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan 

PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat 

minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan 

DPRD; 

2) ayat (2) menyatakan bahwa kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan 

DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus; 

3) ayat (3) menyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama 

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah 

dalam menyusun RKA SKPD; 

4) ayat (4) menyatakan bahwa tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
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5) Pasal 91 menyatakan bahwa dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati 

bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 

ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS 

disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang 

APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang 

disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan 

DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, mengatur bahwa: 

a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 

peraturan daerah; 

b. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan 

kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan 

kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah; 


